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ABSTRACT

This article discusses post-conflict society in Indonesia and the discourse on sustainable peace
building and development. Post-conflict studies are important to be discussed not only for the
recovery purposes, but also to deeply undertstand the potential of continued violent conflict in the
new forms which have impact on psychological, economic and socio-political instability. This article
shows that the challenges of peace building in the post-conflict period in Indonesia are based on
three main problems. First, the history of past conflict experiences especially in the areas with the
history of large-scale conflicts. Second, the pluralistic characters of Indonesia in the terms of
ethnicity, religion, race and class. Third, the new character of violent conflict based on the electoral
democratic process. The practice of electoral democracy in Indonesia tends to arouse the desire of
violent conflict especially when it touches the political identity issues. Therefor, building the post-
conflict society requires preventive approach and peace consolidation (conflict transformation)
through a sustainable empowerment and development agenda. This agenda must involve
empowerment paradigm through institutional development to organize various aspirations and
public needs at the local level, as well as institutional development that is oriented in capacity
building and community empowerment through democratized and decentralized process.
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ABSTRAK

Studi ini mendiskusikan masyarakat pasca-konflik di Indonesia dan wacana pembangunan
perdamaian berkalanjutan sebagai jalan membangun masyarakat pasca-konflik. Studi pasca-
konflik penting didedah bukan saja untuk kepentingan pemulihan atas dampak konflik kekerasan
yang ditimbulkan tetapi juga adanya kecenderungan potensi konflik kekerasan lanjutan dalam
bentuk baru berdampak pada instabilitas psikologis dan ekonomi-sosio-politik. Studi ini
menunjukkan tantangan pembangunan perdamaian di Indonesia pada masa pasca-konflik
didasarkan kepada tiga hal utama yaitu sejarah masa lalu terutama di daerah memiliki riwayat
konflik berskala besar; karakter Indonesia yang plural dari segi suku, agama, ras dan golongan;
dan, karakter baru konflik kekerasan yang dilatari oleh proses demokrasi elektoral. Praktik
demokrasi elektoral cenderung membangkitkan gairah konflik kekerasan khususnya ketika isu
yang digunakan menyentuh masalah politik identitas. Untuk itu, membangun masyarakat pasca-
konflik membutuhkan pendekatan preventif dan konsolidasi perdamaian (conflict transformation)
melalui agenda pembangunan berkelanjutan (sustainable development and empowerment).
Agenda ini harus melibatkan paradigma pemberdayaan via pengembangan kelembagaan bersifat
fungsional untuk mengorganisasi berbagai kebutuhan dan aspirasi publik pada aras lokal, serta
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pengembangan kelembagaan yang diorientasikan kepada penguatan kapasitas dan pemberda-
yaan masyarakat melalui proses demokratisasi dan disentralisasi.

Kata Kunci: Masyarakat Pasca-Konflik, Kekerasan Sosial, dan Pembangunan Perdamaian

Berkelanjutan

PENDAHULUAN

Indonesia selama beberapa dekade
memiliki sejarah dan siklus konflik keke-
rasan yang cukup penting untuk diper-
hatikan. Konflik kekerasan terjadi hampir
di seluruh daerah dan mengakibatkan
dampak yang besar baik pada kerusakan
fisik maupun korban jiwa. Ada dua varian
pusaran konflik di Indonesia yaitu konflik
vertikal dan horisontal. Secara vertikal
kekerasan terjadi antara masyarakat sipil
versa rezim penguasa. Sementara secara
horisontal, dinamika konflik dan keke-
rasan sosial melibatkan berbagai lapisan
masyarakat antar golongan, suku, ras, dan
agama.

Varian konflik kekerasan ini ironis-
nya terjadi secara gradual. Pada masa
orde baru kekerasan sosial bercorak rak-
yat versa rezim penguasa (negara). Sete-
lah itu, diikuti pada masa transisi trans-
formasi ke demokrasi konflik kekerasan
mengalami pergeseran wajah dan berka-
rakter komunalitas suku, agama, ras, dan
antar-golongan. Dua varian praktik keke-
rasan sosial ini sama memberi dampak
cukup besar dalam pengalaman hidup
dan ingatan kolektif masyarakat baik itu
pada hubungannya antara sesama masya-
rakat maupun antara masyarakat sipil
dan negara.

Secara perlahan Indonesia telah
melakukan berbagai bentuk resolusi atas
dentaman konflik yang terjadi (Ali dan
Panggabean, 2009; McLaughing dan
Perdana, 2010; Arjon, 2018). Dan, saat ini
Indonesia dikategorikan berada dalam
masa pasca-konflik (Lambang, 2001;
MSR, 2009; Ansori, et al., 2015;). Pasca-
konflik (post-conflict) dimaknai sebagai
situasi dimana pihak yang terlibat konflik

dan kekerasan menghentikan pertikaian
atau permusuhan secara resmi, melalui
proses negosiasi tertentu, dan diikuti
adanya perjanjian damai yang menandai

kemungkinan berakhirnya konflik
(Brown, 2011).
Pendefenisian ini menjadi tidak

sederhana ketika ditemukan fakta sosio-
logis yang mewartakan bahwa dicapainya
kesepakatan perdamaian tidak serta-
merta konflik tersebut benar-benar
berakhir. Selalu ada sisa luka masa lalu
yang belum berlalu. Bahkan pertikaian
dan kekerasan rentan berlanjut kembali
secara sporadis. Belajar dari Sri Lanka
(Meghan, et al 2001), Irlandia Utara
(Brown, 2011), dan beberapa negara lain
(Mrofs dan Fiedler, 2016) menguatkan
argumen bahwa masyarakat pasca-
konflik memiliki tingkat kerentanan
terjerat kembali kepada konflik keke-
rasan lanjutan.

Demikian Indonesia, Indonesia ma-
sih menghadapi tantangan pembangunan
perdamaian yang sama hingga sampai
saat ini. Tantangan tersebut setidaknya
didasarkan kepada tiga hal yaitu historis
masa lalu terutama di daerah-daerah
konflik berskala besar, karakter Indo-
nesia yang plural dari segi suku, agama,
ras dan golongan (Bertrand, 2004;
Klinken, 2007; Jubba, 2019), dan praktik
demokrasi elektoral (SNPK, 2005-2013;
Ansori, 2015) yang dapat saja sewaktu-
waktu membangkitkan gairah kekerasan
akibat  keberlangsungan  kontestasi,
khususnya ketika isu yang digunakan
menyentuh isu politik identitas. Untuk
itu, membangun masyarakat pasca-
konflik sebagaimana ditekankan
Lambang (2001) memerlukan pendeka-
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tan dan strategi yang bersifat khusus
bukan saja untuk mencegah (prevent)
tetapi juga mengkonsolidasikan perda-
maian menuju tercapainya pembangunan
dan perdamaian berkelanjutan.

MASYARAKAT PASCA-KONFLIK (POST-
CONFLICT SOCIETY)

Masyarakat pasca-konflik ditandai
dengan kondisi yang “labil” dan rentan
terjerembab kembali kepada konflik
kekerasan serupa. Kondisi ini secara
global banyak dialami negara yang telah
mengalami  konflik kekerasan sebe-
lumnya, khususnya oleh Brown et al
(2011) adalah negara dengan masalah
perekonomian (the poorer and less
developed). Mereka berjuang untuk pulih
dengan warisan kekerasan sosial masa
lalu. Negara-negara mengalami kenya-
taan ini dapat dirujuk datanya kepada
Mrof$ dan Fiedler (2016).

Masyarakat pasca-konflik masih
dipandang sebagai yang rapuh (easily
fragile society). Secara manifes di aras
permukaan fenomena konflik mengalami
pengurangan (deeskalasi). Namun secara
laten dimungkinkan tetap menyisakan
benih yang sewaktu-waktu dapat mene-
mukan momentumnya untuk bererupsi.
Sisi latensi konflik merupakan daya
dorong kuat terhadap munculnya bentuk-
bentuk kekerasan lain (Ericksson dan
Wallensteen, 2004). Dan tentu, secara
praksis kondisi ini menjadi penghambat
dalam berbagai upaya kesepakatan
perdamaian dan pembangunan (lihat
Darby, 2001). Figur 1 adalah ilustrasi
mengenai dinamika konflik dan keke-
rasan sosial.

Pada masa pasca-konflik, idealnya,
masyarakat konflik tidak dilihat sebagai
periode yang dibatasi oleh satu titik
peristiwa capaian tertentu, tetapi sebagai
proses yang melibatkan pencapaian ber-
bagai tonggak perdamaian. Pencapaian
tonggak perdamaian itu (lihat Brown et
al, 2011) dapat berupa berhentinya
berbagai bentuk permusuhan (hostility
and revenge) dan aksi kekerasan (vio-
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lence); adanya kesepakatan perdamaian;
adanya proses demobilisasi, pelucutan
senjata dan reintegrasi; pemulangan
mereka yang menjadi pengungsi korban
konflik kekerasan; terbentuk/ terbangun-
nya kelembagaan yang bersifat fung-
sional; mencapai rekonsiliasi dan integ-
rasi masyarakat; dan serta pemulihan
ekonomi (economy recovery).

Figur 1. Ilustrasi Dinamika Konflik dan

Kekerasan Sosial
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Gagasan masyarakat pascakonflik
dalam studi ilmu sosial mendapat
perhatian khusus untuk dikaji karena
kehadiran fenomena kekerasan yang
secara bersamaan mengaburkan perbe-
daan antara konflik kekerasan riil (ber-
dasarkan isu dominan dimana konflik
kekerasan sebelumnya terjadi), keke-
rasan dengan isunya yang baru, aksi
premanisme, serta meningkatnya aksi
kekerasan melibatkan orang-orang yang
tidak bersalah (Hayner, 2010; Hynes,
2004). Tidak sampai di situ, masyarakat
pasca-konflik juga memiliki dampak
secara sosial seperti masalah disintegrasi,
masalah ekonomi dan secara psikologis
(Alexander et al., 2004) seperti trauma
dan kesehatan mental lainnya.

Berkaitan dengan hal ini, ada tiga
aspek penting yang perlu diperhatikan
dalam masyarakat pasca-konflik. Tiga
aspek tersebut ialah keadaan dan potensi
ekonomi, sistem politik, kapasitas
birokrasi (kelembagaan) dan sistem
keamanan di masyarakat berkonflik.
Setiap masyarakat pasca-konflik dapat
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saja memiliki tingkat kebutuhan berbeda
yang perlu mendapat perhatian khusus.
Kebijakan pasca-konflik dalam relasinya
terhadap tiga hal tersebut harus ber-
orientasi untuk mewujudkan rekon-
struksi, mendorong pemulihan berke-
lanjutan, dan mereduksi kemungkinan
kembali terulangnya konflik dan keke-
rasan sosial baru.

KONFLIK DAN KEKERASAN SOSIAL DI
INDONESIA

Konflik dan kekerasan sosial di
Indonesia dapat dipetakan kepada tiga
fase utama yaitu fase rezim Orde Baru,
masa transisi awal (1997-2003), dan
periode pasca reformasi (tahun 2004
hingga sekarang). Tiga periode ini
memiliki pola konflik kekerasan yang
berbeda dan mengalami perubahan
seturut dengan perkembangan proses
demokratisasi di Indonesia (Muliono,
2020).

Pada masa rezim Orde Baru konflik
dan kekerasan sosial berkarakter pengua-
sa (negara) versus masyarakat sipil.
Sebagian tindakan represi dilakukan
negara memperoleh resistensi sebagai-
mana terjadi di Papua (1964), Aceh (sejak
tahun 1976) dan Timor Timur dengan
melakukan gerakan separatis untuk mele-
paskan diri dari kesatuan republik Indone
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sia. Gerakan separatis ini mengakibatkan
dentaman konflik kekerasan dan diikuti
korban dalam skala yang begitu besar
(Barron et al,, 2014). Belakangan, Timor
Timur berhasil memisahkan diri (pada
Mei 2002), Aceh memperoleh resolusi
perdamaian tahun 2005 (Asia Report,
2007; Fahmi, 2014), sementara Papua
masih terus menacari jalan perdaiaman
hingga sampai saat ini dan kerap jatuh
bangun dalam pusaran konflik kekerasan.

Pada masa transisi pasca runtuhnya
rezim Orde Baru konflik dan kekerasan
sosial di Indonesia berkarakter komu-
nalitas dimana suku, agama, ras, dan
antar golongan dipandang sebagai basis
konflik kekerasan. Fase ini cukup mena-
rik diperhatikan karena dalam rentang
waktu lima tahun terdapat setidaknya
21.495 korban jiwa (Barron et al., 2014).
Dan, di antara insiden tersebut, terdapat
6 (enam) provinsi dikategorikan sebagai
daerah konflik berskala tinggi dan
berkelanjutan yaitu Aceh, Sulawesi Te-
ngah, Maluku, Maluku Utara, dan Papua
Barat. Konflik Aceh, Sulawesi Tengah, Ma-
luku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Ba-
rat tahun 1998-2008 berdasarkan data
World Bank (2010), sejak tahun 2006
rata-rata per tahun mengalami insiden
2.000 peristiwa konflik kekerasan.

Figur 2. Jumlah Total Dampak Kekerasan di Indonesia Pada Masa Transisi Awal
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Sumberber: World Bank (2010), Barron et al., 2014) dan dimodifikasi penulis
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Figur 3. Konflik dan Kekerasan Sosial 1998-2012 Berdasarkan 16 Provinsi Mengalami
Insiden Konflik Kekerasan Berskala Tinggi dan Rendah
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Di luar daerah tersebut konflik
kekerasan berskala besar juga turut
terjadi di beberapa daerah seperti di
Jakarta (pertengahan Mei) pada masa
peralihan kekuasaan mendahului jatuh-
nya rezim Orde Baru dan kerusuhan
(riot) anti-Cina di kota Medan dan Solo

Total Meninggal

Sumber: Barron, at al,, 2014

rang dunia kedua (Cinar, 2019). Beberapa
bentuk konflik kekerasan sosial dan
dampaknya di Indonesia pada masa
transisi reformasi dapat dilihat pada figur
4 di bawah.

Figure 4. Bentuk Konflik Kekerasan
dan Jumlah Korban Jiwa Masa Transisi

(Purdey, 2006). Fakta ini menegaskan Awal (1998-2003) Berdasarkan
kendati konflik dan kekerasan sosial Delapan Provinsi!
berskala tinggi pada masa transisi :
tersentral di beberapa daerah, dinamika Isu Konflik Jumlah
. . . s Kekerasan

kekerasan sosial berbasis komunal terjadi Komunal: 8703
hampir di semua daerah (lihat figur 4). 1. Antar agama 6509

Kondisi mencuatnya praktik 2. Antar etnis 2158
kekerasan sosial menjadikan Indonesia 3. Lain-lain 36
sebagai negara beresiko mengalami per- ~ >eparatis 6997

. . . . Sumber Daya 106
pecahan sebagaimana misalnya dialami Tata Kelola
Yugoslavia (1990-2001) dan atau di India Pemerintahan 54
(1947) (Emmerson, 2000; Aspinall & Pemilu 12
Berger, 2001). Konflik dan kekerasan  Main Hakim Sendiri 117
sosial berbasis komunal di Yugoslavia  Kriminal 2959
. ) . Kekerasan Rumah

dan India berdampak tidak saja menga- Tangga 152
kibatkan korban dalam jumlah yang sa- Penegakan Hukum 112
ngat banyak tetapi juga mengalami keter- Tidak Jelas 64

belahan sebagai negara. India terpecah
menjadi Pakistan dan India (Mittal &
Ranjan, 2016). Sementara Yugoslavia be-
rujung genosida etnis besar-besaran.
Bahkan disebut, kekerasan sosial Yugos-
lavia sebagai genosida tebesar setelah pe

Sumber Data: Barron et al., 2014

1 Aceh, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah,
Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan
Kalimantan Barat.

Copyright © 2021, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam| 64



Data sebagaimana disajikan mem-
perlihatkan dua varian konflik kekerasan
sosial berskala paling tinggi yaitu konflik
komunal dan separatisme. Secara khusus
konflik kekerasan berbasis komunal
terbesar tersentral pada antar agama dan
etnis. Fakta ini sekaligus menyiratkan
kekhawatiran dan tantangan pluralisme
di Indonesia khususnya ketika dihadap-
kan dengan politik identitas dan konser-
vatisme. Mengingat Indonesia merupakan
negara yang termuat dari berbagai etnis,
suku, agama, maka kenyataan pluralitas
suku, agama, ras, dan antar-golongan
dapat menjadi dua jembatan: jembatan
perpecahan dan jembatan untuk demo-
krasi dan pemberdayaan.

INDONESIA PASCA-KONFLIK

Situasi memprihatinkan pada perio-
desasi siklus konflik di Indonesia menjadi
catatan penting dalam mempelajari ma-
syarakat pasca-konflik seperti dinamika,
potensi, dan keberlanjutan konflik baru.
Secara umum masa pasca-konflik di Indo-
nesia ditandai dengan meredanya berba-
gai konflik dan kekerasan sosial di berba-
gai daerah konflik (lihat figur 2). Daerah
tersebut sebagian besar telah menemu-
kan jalan resolusi dan proses pembangu-
nan dan pemberdayaan ke arah demok-
rasi khususnya daerah dengan skala kon-
flik yang tinggi (lihat figur 3).

Penemuan jalan resolusi tersebut
membawa Indonesia kepada wajah baru
dalam kehidupan sesama dan kehidupan
bernegara. Wajah konflik di Indonesia
seiring berjalannya proses pembangunan
(pasca-konflik) berkarakter pada konflik
proses demokrasi elektoral. Dan, pola
penyaluran konflik juga cenderung telah
bertransformasi ke cara-cara yang damai
(peaceful) seperti aksi protes dan demon-
strasi, kecuali daerah Papua.

Artinya, berakhirnya konflik
berskala tinggi tidaklah berarti berbagai
konflik dan kekerasan sosial di Indonesia
turut berakhir secara totalitas (Muliono,
2020). Melainkan tetap berada dalam
ambang gesekan demi gesekan. Dalam hal
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tertentu gesekan itu mengakibatkan aksi
kekerasan (lihat figur 3).

Kontestasi demokrasi elektoral
membawa tantangan tersendiri. Praktik
kontestasi masih belum menandai ke-
dewasaan dan masih syarat dengan feo-
dalisme serta politik dinasti sebagai
wujud dari warisan kultur masa lalu yang
belum berlalu. Setiap perayaan demo-
krasi (demokrasi elektoral-peralihan
kekuasaan) Indonesia rentan mengalami
goncangan bernuansa konflik kekerasan
dan perpecahan. Goncangan ini diper-
parah dengan selalu berkembangnya
narasi politik idenitas berbasis SARA.

Merujuk kepada daerah mengalami
konflik kekerasan masa lalu (lihat figur 2
dan 3), national violence monitoring
system dataset (SNPK, 2015) merilis data
mengenai peristiwa dan dampak keke-
rasan antara 2005 sampai dengan 2013.
Data tersebut menarik dicermati, bahwa
daerah-daerah dengan riwayat konflik
masa lalu justru memiliki tingkat konflik
lanjutan yang juga tinggi diban-ding
daerah lain. Untuk kasus Aceh dan
Maluku misalnya, Ansori, et al (2015),
menggambarkan konflik kekerasan Aceh
bercorak vertikal dan masih merupakan
bagian integral dari perjanjian kese-
pakatan (MoU) “Perjanjian Helsinki
2005". Sementara Maluku bercorak hori-
sontal dan lebih merupakan bagian integ-
ral dari implementasi kebijakan nasional
mengenai desentralisasi dan friksi antara
agama Islam dan Kristen. Gesekan dalam
kontestasi pilkada pasca-konflik di Malu-
ku lebih cenderung merupakan perpan-
jangan tangan yang kuat dari warisan
konflik sebelumnya.

Gejolak konflik dan kekerasan
dalam momen demokrasi elektoral
(peralihan kekuasaan) pada skala makro
menemui momentumnya rentang 2014-
2019 khususnya berkaitan dengan kasus
penistaan agama oleh gubernur DKI,
Ahok. Gesekan ini secara dramatis
menimbulkan ketegangan dan berdam-
pak kepada munculnya masyarakat mas-
sa beridentitas keislaman. Beberapa isu
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dominan rentang 2016-2020 adalah isu
anti Cina, komunisme, konflik agraria,
dan separatisme (Muliono, 2020).
Tampak bahwa narasi yang menjadi basis
isu memiliki kesamaan dengan masa di-
mana Indonesia berada dalam periode
konflik kekerasan dimana isu identitas
terasa sangat kentara.

Lebih lanjut, pada masa pasca-
konflik kekerasan sosial di Indonesia
melibatkan negara terhadap masyarakat
sipil khususnya kalangan umat Islam
yang secara politik termarginalkan. Pada
tahun 2019 sebagaimana didedah YLBHI
(2020) aparat kepolisian merupakan
aktor pelaku kekerasan dan pelanggaran
hak asasi manusia paling dominan dalam
hubungannya untuk merespon berbagai
aspirasi publik.

Pada dataran ini, apa yang menjadi
catatan penting adalah konflik berskala
rutin berbasis politik identitas. Jika eksis-
tensi konflik tidak dapat dikelola secara
konstruktif maka akan menjadi faktor
pemicu eskalasi konflik berskala besar
pada saat menemukan momentumnya.
Tingginya tingkat kekerasan rutin dapat
menjadi penanda akan adanya potensi
eskalasi konflik yang jauh lebih besar.

MEMBANGUN PERDAMAIAN PASCA-
KONFLIK

Wacana pembangunan perdamaian
telah banyak mendapat perhatian secara
global dan bahkan dijadikan sebagai salah
satu kerangka agenda pembangunan
(Galtung, 1990; Fiedler dan Mrof3, 2017).
Akan tetapi dalam kajian-kajian akademis
wacana ini masih dikatakan sebagai yang
relatif baru (Lambang, 2009). Pemba-
ngunan perdamaian masyarakat pasca-
konflik dalam bagaimanapun memer-
lukan pendekatan-pendekatan preventif
untuk dapat mencegah konflik agar tidak
terulang kembali. Pencegahan konflik,
dalam arti yang khusus, memiliki arti
yang sama dengan pemeliharaan perda-
maian (peacekeeping) (Lambang, 2009).

Disamping itu, juga diperlukan
pendekatan transformasi konflik melalui
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proses pembangunan perdamaian. Trans-
formasi konflik merupakan proses me-
ngelola konflik dari yang bersifat
destruktif (violence conflict) ke arah yang
konstruktif (peace conflict) yaitu men-
transformasi berbagai relasi, struktur
sosial, dan kondisi yang dapat memicu
timbulnya konflik dan kekerasan sosial.
Dua pendekatan ini harus disinergikan
dalam membangun perdamaian pada
masyarakat pasca-konflik (Anan, 2002).

Dalam studi konflik, terdapat
beberapa pendekatan yang dapat dijadi-
kan alat analisis dalam kepentingannya
terhadap  membangun  perdamaian.
Pendekatan itu seperti pendekatan “ba-
wang merah”, garis waktu yang men-
ceritakan perkembangan eskalasi konflik,
dan segitiga konflik. Pendekatan “bawang
merah” mengandaikan suatu pengertian
bahwa relasi manusia satu dengan yang
lain seperti mengupas bawang merah
yang terdiri dari beberapa lapisan.
Selama proses interaksi berlangsung,
pada dasarnya setiap individu saling
mengupas lapisan-lapisan itu (bacaan
lanjutan dapat dirujuk pada Blummer,
Mead, Goffman dalam Ritzer, 2014).

Dalam memahami konflik, konsep
“bawang merah” berupaya untuk menge-
tahui dan memahami persoalan yang
terjadi di aras permukaan. Dan, selan-
jutnya dikupas untuk dapat mengetahui
akar permasalahan sebenarnya. Kepen-
tingan apa yang melatari konflik yang
terjadi secara perlahan dikupas hingga
sampai pada titik akhir dimana akar
konflik dapat diketahui. Pendekatan
“garis waktu” adalah pendekatan yang
digunakan untuk mengetahui bagaimana
perkembangan dinamika konflik dari
waktu ke waktu untuk kemudian dipe-
takan akar konflik, historis konflik, dan
kemungkinan penyelesaian.

Secara kasat mata konflik dapat de-
ngan mudah diamati di aras permukaan.
Tetapi apa yang tampak, mesti disadari,
pada dasarnya merefleksikan sesuatu
yang berada di dalam yang sifatnya
tersembunyi. Pada konteks ini, gagasan
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Galtung mengenai segitiga konflik dapat
membantu memahami dan menganalisis
kompleksitas konflik utamanya konflik
berwajah kekerasan. Konsep segitiga
kekerasan yang diajukan Galtung (1990)
antara lain kekerasan langsung, keke-
rasan struktural, dan kekerasan kultural.

Segitiga konflik berguna untuk
mengetahui gejolak, mengidentifikasi
berbagai bentuk baik yang terlihat (direct
violence) maupun yang tidak, dan melihat
berbagai kontradiksi antara sikap dan
perilaku yang pada Kkelanjutannya
dikategori sebagai bentuk-bentuk konflik.
Menariknya pendekatan ini adalah ana-
lisisnya yang tajam terhadap aspek
struktural dan kultural dimana konflik
kekerasan terjadi. Kekerasan itu sendiri,
oleh Galtung (dalam Eriyanti, 2017),
didefenisikan secara luas sebagai suatu
penghalang yang dapat menyebabkan
seseorang tidak bisa mengaktualisasikan
diri secara wajar.

Kekerasan langsung dapat secara
kasat mata diamati. Apakah itu pada
peristiwa, pelaku maupun korban, serta
dampak yang dihasilkan. 2 Sementara
kekerasan struktural tidak dapat secara
kasat mata dilihat. Sifat kekerasan struk-
tural tersembunyi di dalam struktur dan
bahkan cenderung dinormalisasi secara,
meminjam istilah Weber “kerangkeng
besi”, kelembagaan yang kuat. Karena
ketersembunyiannya, tidak mudah men-
justifikasi secara langsung kepada siapa
aktor kekerasan dinisbahkan. Namun
pada praktiknya jenis kekerasan ini
sangat berbahaya dan secara dramatis
dapat melukai kebutuhan dasar manusia,
menciptakan  ketidaksetaraan akses,
struktur politik, ekonomi, dan sumber
daya lainnya.

2 Kekerasan langsung dapat berupa penggunaan
kekuatan fisik maupun nonfisik atau verbal. Peng-
gunaan kekuatan fisik seperti pembunuhan, pe-
nyiksaan, penganiayaan, pemerkosaan dan kekerasan
seksual dan lainnya yang melibatkan tindakan fisik.
Kekerasan verbal seperti penghinaan, bullying, dan
lainnya yang menggunakan bahasa verbal untuk
mendominasi, menindas, dan menyakiti.
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Sedangkan kekerasan kultural ada-
lah merupakan bentuk kekerasan yang
melanggengkan secara kulturatif atas
kekerasan struktural dan kekerasan
langsung (Galtung, 1990). Kekerasan ini
ditandai sebagai sikap dipraktikkan dan
keyakinan yang diajarkan (diinter-
nalisasi) dalam kehidupan sehari-hari
tentang kekuasaan dan keabsahan keke-
rasan itu dilakukan dan diterima.

Bertolak dari analisis ini, mem-
bangun perdamaian pasca-konflik harus
memperhatikan tiga aspek kekerasan ter-
sebut dan membangun jalan men-
ciptakan struktur yang berbeda (men-
transformasi struktur) dengan masa keti-
ka konflik terjadi. Struktur yang dimak-
sud, jika tidak menghilangkan setiap
benih baru dari warisan konflik struktur
yang ada (baca Lambang, 2009) yaitu
struktur pemerintahan dan relasi sosial
masyarakat yang memungkinkan dapat
meningkatkan Kkapasitas kelembagaan
negara, masyarakat sipil, dan lembaga
pelayanan publik lainnya di aras lokal
agar efektif memberikan pelayanan pub-
lik mengatasi kerentanan dan hambatan
perdamaian.

Pembangunan perdamaian merujuk
pendekatan Galtung adalah merupakan
proses penyelesaian secara menyeluruh
penyebab dasar munculnya konflik
kekerasan, membangun dukungan dan
memperkuat kapasitas masyarakat lokal
dalam wupaya mengelola perdamaian
masyarakat pasca-konflik secara par-
tisipatif. = Pembangunan  perdamaian
merupakan konsep yang didedah dengan
mengedepankan aspek penjagaan dan
memelihara suatu proses, pendekatan,
dan tahapan yang dibutuhkan untuk
mentransformasi konflik ke arah perda-
maian (peaceful) secara berkelanjutan.

Tabel di bawah mengilustrasikan
empat dimensi transformasi konflik me-
nuju pencapaian masyarakat yang damai
dan memungkinkan penyelesaian konflik
secara konstruktif.
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Societal Conflict Transformation

Activities in this area aim to help societies in
overcoming their violent past, reduce grie-
vances and enable peaceful conflict resolution.
Four dimensions are meant to support such a
transformation into a peaceful society

Truth Justice Victims Reconcili
ation
Revela- Holding Restituti  Overco-
tionof  Perpetrators on of ming
Atroci-  Accountable Harms societal
ties and divisions
Losses

Sumber: Fiedler dan Mrof3, 2017

Membangun perdamaian masyara-
kat pasca-konflik harus ditempatkan pada
konstelasi konstruksi sosial yang dinamis.
Tidak terbatas pada fase terbangunnya
kesepakatan bersama antara pihak
terlibat. Untuk itu, transformasi konflik
violence to peaceful melibatkan pen-
dekatan holistik. Termuat di sini adalah
hubungan aspek psikologi massa, relasi
sosial, agama (spiritual), ekonomi, politik
dan budaya dalam upaya mengelola
setiap potensi kemungkinan konflik
kekerasan sosial baru. Relasi struktural
yang adil oleh Galtung (1990) yang
menekankan persamaan dan kesetaraan
akan mampu mengatasi ketidakpuasan
psikologis yang dapat melahirkan konflik
sosial baru.

Aspek struktural dalam memba-
ngun perdamaian masyarakat pasca-
konflik mesti diterjemahkan dengan ada-
nya proses demokratisasi dan desen-
tralisasi (Reychler dan Langer, 2006).
Dua hal ini diimbangi dengan pengem-
bangan kelembagaan yang dapat men-
sinergikan pembangunan perdamaian
berkelanjutan dan pembangunan sosial
ekonomi.

PEACEKEEPING, SUSTAINABLE DEVE-
LOPMENT AND GREEN ECONOMY

Membangun dan menjaga perdama-
ian (peacekeeping) di Indonesia harus
melibatkan pengembangan kelembagaan
yang bersifat fungsional untuk mengor-
ganisasi dan menyerap berbagai kebu-
tuhan publik. Pengembangan ini bersa-
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maan dengan penguatan kapasitas dan
pemberdayaan masyarakat dalam arena
demokratisasi dan disentralisasi.

Konflik kekerasan mau tidak mau
membawa dampak negatif tidak saja
kepada aspek psikologis dan sosial
masyarakat, tetapi juga kepada aspek
ekonomi. Masyarakat yang terjerembab
dalam konflik berkepanjangan cenderung
mengalami kesulitan dalam pemenuhan
kebutuhan dasar khususnya berkaitan
dengan ekonomi, terganggu dan terham-
batnya proses pembangunan, dan berada
dalam instablitas. Sebagai dampaknya
masyarakat berkonflik banyak menga-
lami trauma psikologis (Mendeloff, 2009;
Martz, 2010) dan stress berkepanjangan
(Silove, 2014).

Studi ini memberi penekanan
membangun masyarakat pasca-konflik
melalui agenda pembangunan berke-
lanjutan (sustainable development and
empowerment). Agenda pembangunan
berkelanjutan mengandaikan adanya
interkoneksi secara berimbang berbagai
aspek kehidupan untuk memanusiakan
manusia dan peka terhadap lingkungan
secara berkelanjutan.

Aspek memanusiakan manusia itu
secara komprehensif termuat sebagai-
mana diketengahkan Bank Dunia (2015)
yaitu pemberantasan kemiskinan dan
kelaparan ekstrem; mewujudkan pendidi-
kan dasar untuk semua; mendorong kese-
taraan gender dan pemberdayaan
perempuan; menurunkan angka kema-
tian anak dan meningkatkan kesehatan
ibu; memerangi HIV/AIDS dan penyakit
lainnya; memastikan kelestarian lingku-
ngan; perdamaian dan kesejahteraan.

Belajar dari negara maju, menun-
jukkan korelasi antara tingkat konflik
kekerasan dengan kesejahteraan suatu
negara (Global Peace Index, 2020). Sema-
kin tinggi tingkat kesejahteraan negara
maka kekerasan sosial semakin rendah.

Bagi Indonesia yang masih berada
dalam proses pembangunan, masalah ke-
sejahteraan merupakan topik utama yang
sangat penting diperhatikan. Berkaca
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kepada daerah rentan konflik masa lalu,
daerah-daerah ini adalah merupakan
daerah dengan menghadapi persoalan
ekonomi yang serius. Sehingga dominan,
gairah kekerasan memiliki relasi adanya
masalah ketidakadilan dalam peman-
faatan sumber daya. Demikian pula Papua
yang saat ini masih dalam mencari jalan
perdamaian. Tingkat kemiskinan di
Papua sangat tinggi (Kompas, 2020) dan
bahkan data mutakhir (BKKBN, 2019)
tercatat sebagai yang berada dalam angka
prevalensi stunting nasional.

Konsep pembangunan berkalan-
jutan itu sendiri mengalami transformasi
seturut dengan perkembangan masyara-
kat global dan tantangan yang dihadapi-
nya. Orientasi pembangunan tidak lagi
semata “mengeruk ekonomi”, tetapi
pemanfaatan dengan memperhatikan ma-
salah lingkungan dan ekosistem yang me-
nunjang nilai kemanusiaan untuk masa
kini dan masa depan. Pada dataran inij,
konsep “green economy” layak diajukan
baik sebagai cernaan akademis maupun
pemegang kekuasaan. Gagasan “green
economy” (lihat Bina, 2013) berorientasi
untuk mendorong pembangunan berke-
lanjutan berorientasi pada aspek yang
ramah lingkungan dan ekosistem.

Terdapat dua hal yang ingin dicapai
dalam gagasan green economy (Bappenas,
2012). Pertama, ekonomi hijau menga-
jukan konsep ekonomi yang memper-
timbangkan makro ekonomi dan bagai-
mana Kontribusinya terhadap produksi
barang, jasa dan serta pertumbuhan lapa-
ngan pekerjaan yang ramah lingkungan
(green investment and green jobs) sehing-
ga demikian eksploitasi alam dan manu-
sia dapat terhindari. Kedua, green econo-
my mengajukan propoor green invest-
ment yang dapat menjadi daya dorong pe-
ngentasan kemiskinan dan membangun
kesetaraan. Perspektif instrumental dari
konsep ini mengandaikan perubahan
perekonomian dan struktur fundamental
yang menjadi daya dorong pelaku
ekonomi, berbagai institusi, dan masya-
rakat luas mendapatkan kemanfaatan

Muliono — Indonesia Pasca-Konflik

berbasis ramah lingkungan. Bukan berba-
sis pada eksploitasi. Melalui pendekatan
ini, peacekeeping, sustainable develop-
ment and green economy sangat dimung-
kinkan terjadinya proses membangun
masyarakat pasca-konflik ke arah perda-
mian, demokrasi, dan nirkekerasan sosial.

KESIMPULAN

Masyarakat pasca-konflik mendapat
perhatian khusus dalam studi ilmu sosial
karena kehadiran fenomena kekerasan
baru yang secara bersamaan dapat me-
rambah ke berbagai aksi premanisme dan
keterlibatan orang-orang yang tidak
bersalah (Hayner, 2010; Hynes, 2004).
Tidak sampai di situ, masyarakat pasca-
konflik juga berdampak secara sosial,
ekonomi, dan bahkan secara psikologis
seperti trauma.

Terdapat tiga aspek penting yang
perlu diperhatikan dalam masyarakat
pasca-konflik yaitu kondisi dan potensi
ekonomi, sistem politik, dan kapasitas
birokrasi (kelembagaan). Berbagai kebi-
jakan pasca-konflik pada kaitannya de-
ngan tiga hal tersebut harus berorientasi
pada proses mewujudkan rekonstruksi,
mendorong pemulihan berkelanjutan,
dan mereduksi kemungkinan kembali
terulangnya konflik dan kekerasan sosial
baru.

Pada masa pasca-konflik Indonesia
bermetamorfosa kepada wajah baru da-
lam tata kehidupan sesama dan Kkehi-
dupan bernegara. Wajah konflik dan ke-
kerasan sosial di Indonesia pada masa
pasca-konflik berkarakter pada konflik
demokrasi elektoral. Pola penyaluran
konflik cenderung bertransformasi ke
cara-cara yang damai (peaceful) seperti
dalam bentuk aksi protes dan demons-
trasi meskipun pada titik tertentu konflik
kekerasan tetap terjadi.

Artinya, pasca-konflik di Indonesia
tidaklah berarti bahwa konflik dan keke-
rasan sosial masyarakat turut berakhir
secara totalitas. Akan tetapi masyarakat
Indonesia tetap berada dalam gesekan-
gesekan baik itu antara rezim peguasa
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maupun sesama kelomok masyarakat
yang bersifat komunal. Studi ini mene-
kankan pembangunan masyarakat pasca-
konflik melalui proses pembangunan
berkelanjutan (sustainable development
and empowerment) yang mengandaikan
adanya interkoneksi berimbang secara
berkelanjutan antara berbagai aspek ke-
hidupan dalam tujuannya untuk mema-
nusiakan manusia, peka terhadap ling-
kungan, dan mengantisipasi sejak dini ke-
mungkinan konflik kekerasan yang akan
terjadi.
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